BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 13.b TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 65

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;




b. bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji. Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipii, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan;

c. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhit dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

maka perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan dimaksud;

d. bahwa pelaksanaan ketentuan pada Lampiran V.25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, menjelaskan antara lain pendanaan keadaan darurat
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian
luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga. Tata cara pelaksanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian

konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dimaksud;

e. bahwa pelaksanaan ketentuan pada Lampiran V.26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, menjelaskan antara lain penyediaan anggaran untuk

penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada




Mengingat

-

daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial dapat
memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya,
melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan
kegiatan yang kurang mendesak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);




10.

LA

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




12,

13.

14.

15.

16.

LW

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106j;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502},

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43579);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);




20.

21.

22.

28.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655};

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional ;




28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesid Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 249);

29. Peraturan Menteri Keungan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pademi Corona Virus Disease 2019 {Covid-19) dan/atau

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional,

30. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/8J dan
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan

Perekonomian Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMDR 22 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.




PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 0191), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal | berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 semula berjumiah
Rp. 1.120.885.306.498,00 berkurang sejumlah (Rp. 80.406.636.647,64) sehingga menjadi Rp. 1.040.478.669.850 .36

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp. 35.680.907.869,-

Berkurang (Rp. 6.964.158.769 .-)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 28.716.749.100,-
b. Dana Perimbangan

Semula Rp. 884.650.482.000,-

Berkurang (Rp. 148.856.161.000,-)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 735.794.321.000 -

¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah




Semula Rp. 161.293.239.898 -
Berkurang (Rp. 2.486.777.434,70-)
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 158.806.462.463,30

Jumlah Pendapatan Daerah

Semula Rp. 1.081.624.629.767 ,-

Berkurang (Rp. 158.307.097.203.70)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 923.317.532.563,30
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Semula Rp. 396.038.399.084,-

Berkurang Rp. 0.-

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 396.038.399.084,-
2. Belanja Hibah

Semula Rp. 12.350.000.000,-

Berkurang (Rp. 1.840.000.000,-)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.510.000.000,-

3. Belanja Bantuan Sosial
Semula Rp. 2.245.000.000,-




Bertambah
Jumlah Setelah Perubahan
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
Semula
Berkurang
Jumlah Setelah Perubahan
5. Belanja Tidak Terduga
Semula
Bertambah
Jumlah Setelah Perubahan

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Semula

Bertambah

Jumlah Setalah Perubahan

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
Semula
Berkurang
Jumlah Setelah Perubahan

Rp. 1.840.000.000,-
Rp. 175.263.619.100,-
(Rp. 8.241.512.500,-)
Rp. 5.000.000.000,-
Rp. 46.419.840.000,-
Rp. 590.897.018.184,-
Rp. 38.178.327.500,-
Rp. 17.475.219.690,-
(Rp. 3.380.539.690,-)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.085.000.000,-

167.022.106.600,-

51.419.840.000,-

629.075.345.684,-

14.094.680.000,-




2. Belanja Barang dan Jasa
Semula
Berkurang
Jumlah Setelah Perubahan
3. Belanja Modal
Semula
Berkurang

Jumlah Setelah Perubahan

Jumlah Belanja Langsung
Semula

Berkurang

Jumlah Setalah Perubahan

(Surplus/Defisit)

Semula

Bertambah

Jumlah Setalah Perubahan

Rp. 292.263.822.411 -
(Rp.  45.904.769.453,64 -]
Rp. 220.249.246.213, -
(Rp. 69.299.655.004 )
Rp. 529.988.288.314,-
(Rp. _118.584.964.147.64 -]
(Rp. 39.260.676.731,-)
(Rp.  77.900.460.556.06.-)

Rp. 246.359.052.957,36,-

Rp. 150.949.591.209,-

Rp. 411.403.324.166,36,-

(Rp. 117.161.137.287,06,-)




3.

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
Semula
Bertambah
Jumlah Setelah Perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Semula
Berkurang
Jumlah Setelah Perubahan

Pembiayaan Netto

Semula

Bertambah

Jumlah Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Semula

Berkurang

Jumlah Setelah Perubahan

Rp. 94.115.618.128,97 -

Rp. 4.000.000.000,-

Rp. 90.115.618.128.97

Rp. 43.260.676.731 ,-
Rp. 50.854.941.397.97 .-
Rp. 4.000.000.000,-
Rp. 0.-
Rp. 39.260.676.731,-
Rp.  50.854.941.397,97.-
Rp. 0,-
(Rp. 27.045.519.158.09,-)

(Rp. 27.045.519.158.09,-)




Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram bagian Barat Tahun 2020
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal I dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Seram Bagian Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam

dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.




PASAL II

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 27 Juli 2020

Diundangkan di Pjru
Pada Tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENSERAM BAGIAN BARAT

%ﬂ*
MANSUR TUHAREA
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NGMGR 0205.b




PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 13.b TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 ayat 1
menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan perubahan APBD sebagaimana dimaksud guna penanganan dampak
wabah Covid-19 yang semakin meluas penyebarannya, sehingga Pemerintah Daerah perlu mangambil langkah-langkah strategis
cepat, tepat, focus, terpadu dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat mengambil langkah dengan merefocusing, realokasi dan penyesuaian pada APBD Tahun Anggaran 2020 bertujuan
terhadap 3 (tiga) hal penting yaitu Penanganan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat, Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

dan Penanganan Dampak Ekonomi Masyarakat.




I

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas




